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Abstrak
 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran

BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan

penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan.

Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang

berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan

adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan

BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini

menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal

berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan

yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada

BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka

keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap

keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan

negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari

kekayaan para pemegang sahamnya.

Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan,

teori hukum keuangan publik.

......State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945

Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the

national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises

form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned

Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-

Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in

interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries,

causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on

the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary

which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-

Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances

of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers

financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state

financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the

wealths of the shareholders.
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